
 
 

 

21 
 

BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Susui dengan hasil yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa wajib pajak CV.MS melakukan penyetoran pajak 

menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 untuk masa 

Oktober-Desember 2018. Pada bab sebelumnya ditemukan perhitungan pajak 

lebih kecil dibandingkan perhitungan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah 

nomor 23, tetapi wajib pajak tetap menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 23 

tahun 2018 untuk masa selanjutnya. Wajib pajak tetap menggunakan Peraturan 

Pemerintah nomor 23 tahun 2018 karena mempertimbangkan fasilitas yang 

diberikan kepada badan usaha berbentuk CV hanya dapat menggunakan Peraturan 

Pemerintah nomor 23 tahun 2018 selama 4 tahun dan wajib pajak yang telah 

menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) tidak dapat kembali 

menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. 

Wajib pajak yang menggunakan perhitungan pajak terhutang sesuai 

peraturan Pajak Penghasilan (PPh) maka pembayarkan dengan cara diangsur. 

Sebelum melakukan perhitungan dengan menggunakan peraturan Pajak 

apenghasilan (PPh) wajib pajak di wajibkan mengajukan pemberitahuan kepada 

Direktorat Jendral Pajak pada akhir tahun, wajib pajak dapat melakukan 

pembayaran dengan cara mengangsur perhitungan baru tersebut sesuai peraturan 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25. Atas kelebihan pembayaran Pajak terhutang 

pada tahun sebelumnya, dapat diperhitungkan dengan cara pemindah bukuan dan 

wajib menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak terlebih 

dahulu, jika surat permohonan disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak maka pajak 

yang sudah dibayar dapat diperhitungkan. 
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3.2 Saran 

Saran untuk CV.MS adalah sebagai beri 

kut: 

1. Mempelajari tata cara perhitungan pajak untuk wajib pajak dengan peredaran 

tertentu.  Sesuai dengan omset yang dibawah Rp 4,8 miliar pertahun, 

merupakan kriteria dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. 

2. Sesuai dengan perbandingan perhitungan pajak terhutang maka wajib pajak 

dapat mangajukan pemberitahuan ke kantor Direktorat Jendral Pajak untuk 

dikenakan  Pajak Penghasialn (PPh) pasal 31E, paling lama taggal 31 

Desember 2018. 
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